
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DI

Jln. Jenderal Sudirman Sago
Website : http://dishub.pesisirselatankab.go.id 

KEPALA 

 
INDIKATO

PADA DINAS PERHUBUNGAN
KEPALA 

 
Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka 

meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi Pemerintah perlu 
Kinerja Utama (IKU) 
Selatan
kewajibannya. 

 

  b. bahwa 
Kinerja Utama (IKU) 

 

Mengingat : 1.  Undang
Yang Bersih dan Bebas dar

2. Undang
Pembangun  

3. Undang
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

 

4. Undang
Jangka Panjang Nasional 

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilit
Kinerja Instansi Pemerintah

6. Pe
Rebuplik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan 
Indikator 

7. Pe
Rebuplik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 
Kinerja

8. Peraturan Daerah Kabupten Pesisir Selatan Nomor 
Pem

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan   Nomor : 8 Tahun 201
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2015

10. Peraturan Bupati Nomor : 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD 
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015

 
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN
Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan    Telp/Fax. (0756) 7464239
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K E P U T U S A N 
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN 

Nomor  : 550/ 03 /Kpts/Dishub-

T  E   N   T   A   N   G 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 201
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 

bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih 
meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi Pemerintah perlu 

nerja Utama (IKU) dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir 
Selatan sebagai wujud pertanggung jawaban atas segala tugas dan 
kewajibannya.  

bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu 
Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
Pembangunan Nasional 
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilit
Kinerja Instansi Pemerintah 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Rebuplik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan 
Indikator Kinerja Utama 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Rebuplik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 
Kinerja 
Peraturan Daerah Kabupten Pesisir Selatan Nomor 
Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan   Nomor : 8 Tahun 201
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2015 
Peraturan Bupati Nomor : 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD 
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN 
NAS PERHUBUNGAN 

Painan    Telp/Fax. (0756) 7464239 
dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id 

UPATEN  PESISIR SELATAN 
-PS/2019 

E   N   T   A   N   G  

R KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019 
KABUPATEN PESISIR SELATAN 

PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN 

pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih 
meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi Pemerintah perlu Indikator 

Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir 
sebagai wujud pertanggung jawaban atas segala tugas dan 

sehubungan dengan huruf a maka perlu dilakukan Penetapan Indikator 
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan 

ndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
i Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

ndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

ndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

ndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
  

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilit

raturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Rebuplik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan 

raturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Rebuplik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis 
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Peraturan Daerah Kabupten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 
 Daerah. 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan   Nomor : 8 Tahun 2014, tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun

Peraturan Bupati Nomor : 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD 
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 

pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih 
Indikator 

Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir 
sebagai wujud pertanggung jawaban atas segala tugas dan 

Indikator 

tentang Sistem Perencanaan 

ndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

ndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

raturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Rebuplik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan 

raturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Tentang 

, tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun  

Peraturan Bupati Nomor : 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD 



 
M E M U T U S K A N 

 
Menetapkan :  
 
PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten 

Pesisir Selatan pada daftar lampiran keputusan ini 
 

 KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di 
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan 
kembali sebagaimana mestinya. 

     
 
Ditetapkan di   :   Painan 
Pada Tanggal      :   1 Februari 2019 
 
 

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 
KABUPATEN PESISIR SELATAN 

 
 
 

 
GUNAWAN, S.Sos, M.Si 

NIP. 19700204 199101 1 002 
  
Tembusan : disampaikan kepada Yth. 
1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan 
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan 
3. Sdr. Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago 
4. Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan 
5. Arsip   


